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nak merupakan kelompok rentan (zhe
Amarginalz’zed group) pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM) khususnya

anak yang bermasalah dengan hukum (ABH).
Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indo-
nesia (KPAI), terdapat 7000 lebih anak pelaku
tindak pidana masuk proses peradilan setiap ta-
hunnya. Kemudian, juga menurut data KPAI
sampai dengan Juli 2010, terdapat 521 kasus
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ABH, mrafficking, dan nafza. Hal ini menunjukan
anak merupakan kelompok rentan pelanggaran
HAM, dan membutuhkan informasi berkaitan
dengan hak-haknya khususnya ketika berhada-
pan dengan permasalahan hukum. Karena anak
merupakan kelompok rentan pelanggaran HAM,
maka ABH membutuhkan perlindungan khusus
misalnya ABH harus di-lindungi identitasnya un-
tuk mencegah labelisasi/stigma, dan perlakuan-
perlakuan khusus lainnya

Indonesia  Legal Resource Center (ILRC)
menyusun buku saku seri 7 menyoal ABH ber-
tujuan agar buku saku ini menjadi panduan
untuk paralegal ketika berhadapan/menangani
kasus-kasus berhubungan dengan ABH. Buku
saku ini juga disusun untuk memudahkan para-
legal memahami hak-hak ABH dan hal-hal yang
berkaitan dengan perlakuan khusus untuk ABH.
Setidaknya dengan buku saku ini, paralegal dapat
mengantisipasi kemungkinan potensi pelangga-
ran-pelanggaran yang terjadi terhadap ABH, dan
juga memahami mekanisme pemulihan (remedy)
yang tersedia atas pelanggaran hak-hak ABH
tersebut. Anak merupakan potensi masa depan
bangsa, oleh karena ini semua pihak (¢he stake-
holders) harus memenuhi dan melindungi hak-

hak ABH tersebut.
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Kami mohon maaf, apabila dalam penyu-
sunan dan penerbitan buku saku ini terdapat
kekurangan/kesalahan substansi maupun redak-
sionalnya. Untuk itu, kami terbuka untuk me-
nerima masukan dari para pembaca atau peng-
guna buku saku ini, demi perbaikan di masa
depan. ILRC tidak lupa mengucapkan terima ka-
sih kepada Australian Aid yang telah mendukung
penerbitan buku saku ini.
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Bagiown Pertoumav
Pengertian
Anak Berkonflik dengan Hukum
(ABH)

Badan PBB untuk Anak-
Anak, UNICEF melaporkan
sekitar 5.000 anak Indonesia
dihadapkan ke muka penga—@
dilan setiap tahunnya. Meski-
pun jumlahnya tidak pasti,
setiap tahun jumlah anak
yang berkonflik dengan hu-
kum terus bertambah. Um-
umnya, mereka ditangkap,
ditahan dan dipenjara tanpa

-]
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mendapatkan bantuan hukum. Bagian ini mem-
perkenalkan pengertian anak yang berkonflik
dengan hukum (ABH), batasan usia dan mengapa
ABH membutuhkan perlindungan khusus.

Siapa yang dimaksud dengan Anak ?

Menurut UU Perlindungan Anak, yang dimaksud
anak ialah “seseorang yang belum berusia 18
tahun, termasuk yang masih dalam kandung-
an”. Ini berarti anak-anak yang belum berusia 18
tahun mendapatkan perlindungan dari keluarga,
masyarakat dan negara.

Tujuan perlindungan
adalah agar setiap anak
dapat hidup, tumbubh,
berkembang, dan ber-
partisipasi secara op-
timal sesuai dengan
harkat dan martabat
sebagai manusia, serta Sy
mendapat perlindung- g
an dari kekerasan dan¥a§
diskriminasi.  Perlin- &

dungan ini diberikan agar anak-anak IndoneSIa
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, dan
dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawab me-
majukan bangsa dan negara Indonesia.
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Apa maksud Anak Berkonflik dengan Hu-
kum (ABH)?

Anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum
atau disingkat “ABH” adalah anak yang sekurang-
kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur
18 tahun dan belum pernah kawin®. yang di-
sangka, dituduh atau diakui melakukan tindak
pidana, seperti mencuri, menganiaya, memakai
narkoba, memperkosa dIl.

Ini berarti, seseorang yang sudah berusia 12 tahun,
dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas
petbuatannya dan mengetahui baik/buruknya se-
buah perbuatan sehingga dapat diajukan ke pera-
dilan pidana.

Namun, bukan berarti anak yang belum berusia
12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak di-
lakukan proses pemeriksaan, ia tetap diperiksa dan
dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Anak
yang belum berusia 12 tahun dianggap belum
mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan
belum mengetahui baik/buruknya sebuah petrbua-
tan sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan.
Tanggungjawab diletakkan pada orangtua/wali,
keluarga dan masyarakat.

1 Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24
Pebruari 2011
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Bagaimana jika anak melakukan tindak pida-
na pada usia 17 tahun, kemudian di proses se-
telah ia berusia lebih dari 18 tahun ?

Walau sudah melampaui batas umur 18 tahun,
tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
tahun, anak tetap diajukan ke Sidang Anak.

Bagaimana jika anak melakukan tindak pida-
na bersama-sama dengan orang dewasa atau
dengan anggota TNI?

Walau anak melakukan tindak pidana bersama-
sama dengan orang dewasa, ia tetap diajukan ke
Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke
sidang bagi orang dewasa. Dan jika anak melaku-
kannya bersama-sama dengan anggota TNI di-
ajukan ke Sidang Anak, sedangkan anggota TNI
diajukan ke Mahkamah Militer.
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Apa perbedaannya dengan anak yang berha-
dapan dengan hukum?

Berbeda dengan ABH, anak yang berhadapan de-
ngan hukum adalah anak-anak yang menjadi kor-
ban atau saksi tindak pidana. Misalkan anak yang
menjadi korban perkosaan, anak yang menjadi
korban pemukulan, anak yang menjadi saksi pen-
curian dll.

Sedangkan ABH adalah ketika anak diposisikan
sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak
pidana. Semuanya baik anak sebagai terdakwa,
korban ataupun saksi berhak atas perlindungan
khusus.

Mengapa anak-anak menjadi ABH?

ABH bukan berarti mereka sama seperti orang de-
wasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman
dalam melakukan tindak pidana. ABH melakukan
tindak pidana selain karena belum matangnya
kemampuan berpikir, juga disebabkan oleh ling-
kungan sosial, keluarga, kemiskinan dan gagalnya
tanggungjawab negara untuk memenuhi hak-hak
anak.
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Misalkan :

- Anak yang dididik dan hidup di lingkungan yang pe-
nuh dengan kekerasan, berpotensi untuk melaku-
kan kekerasan kepada orang lain,

- Keluarga dan negara yang tidak memberikan pen-
didikan seks dan membiarkan anak-anak meng-
konsumsi pornografi, akan berpotensi melakukan
tindak kekerasan seksual.

- Anak yang hidup dalam kemiskinan, berpotensi me-
lakukan pencurian untuk bertahan hidup, atau ber-
sedia menjadi kurir narkoba.

- Negara tidak menyediakan ruang terbuka untuk
fasi-litas anak-anak bermain, seperti lapangan
sepakbola, taman bermain, akan menyebabkan
anak-anak berkumpul untuk aktivitas yang tidak
positif. Misalkan, nongkrong dan ikut merokok atau
mengkonsumsi narkoba.

Sehingga walaupun mereka dituduh melakukan
tindak pidana, mereka harus dipandang sebagai
korban dari sistem sosial, yang tidak memenuhi
hak-hak anak secara umum.

Mengapa Anak Jalanan berpotensi berhada-
pan dengan hukum atau menjadi ABH?

Anak jalanan merupakan situasi anak yang mem-
butuhkan perlindungan khusus. Sebagian besar
waktu yang dihabiskan di jalan, melanggar hak-
hak anak sendiri, sementara masyarakat dan nega-
ra mengabaikan karena memandang kehadiran
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anak jalanan sebagai sumber masalah.

Anak jalanan, menjadi kelompok yang paling rent-
an menjadi korban kekerasan oleh orang dewasa,
negara melalui Satpol PP atau aparat penegak
hukum dan berpotensi melakukan tindak pidana
karena pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya.

Misalkan :

- Anak jalanan perempuan rentan untuk menjadi kor-
ban perkosaan atau diperdagangkan sebagai peker-
ja seks komersial;

- Anak jalanan laki-laki rentan untuk menjadi korban
sodomi

- Anak jalanan, karena pengaruh lingkungan sosial
akan mudabh terlibat perkelahian/tawuran antar ke-
lompok di jalan;

- Anak jalanan karena stigma masyarakat akan mu-
dah disangka/dituduh melakukan pencurian
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Mengapa ABH harus mendapatkan perlin-
dungan khusus?

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri
sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik,
sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan
dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan
peradilan pidana anak yang masih asing bagi diri-
nya.

Secara khusus, untuk ABH perlindungan diperlu-
kan karena :

1.

Dalam proses peradilan cenderung terjadi pe-
langgaran hak asasi manusia seperti pengguna-
an kekerasan dan penyiksaan terhadap ABH;
Aparat penegak hukum belum mengetahui
hak anak, sehingga ABH diperlakukan seperti
orang dewasa dengan memberikan hukuman
penjara;

Penjara yang menjadi tempat penghukuman
anak terbukti bukan merupakan tempat yang
tepat untuk membina anak mencapai proses
pendewasaan yang diharapkan,

ABH kehilangan hak-hak dasarnya seperti ko-
munikasi dengan orang tua, hak memperoleh

pendidikan, dan hak kesehatan, dan

. Stigma yang melekat pada anak setelah selesai

proses peradilan sehingga akan menyulitkan
dalam perkembangan psikis dan sosial ke de-
pannya.



Bagion Keduow
Mengenal Jenis Hukuman
untuk Anak
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Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyatakan
bahwa “Penangkapan, penahanan, dan peng-
hukuman/pemenjaraan harus menjadi lang-
kah terakhir yang diambil dalam penanganan
anak yang berkonflik dengan hukum (#/timum
merediun) dan untuk jangka waktu yang paling
pendek/waktu yang sesingkat-singkatnya”.
Namun, di tahun 2009 jumlah anak yang berkon-
flik dengan hukum berada dalam ru-mah tahan-
an negara (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan
(Lapas) sebanyak 6.576 terdiri dari 2.188 anak ber-
status tahanan dan 3.388 berstatus narapidana.

Banyaknya anak yang berada di dalam Rutan/
Lapas ini mengindikasikan bahwa penanganan
anak yang berkonflik dengan hukum menjadikan
penahanan dan pemenjaraan malah menjadi lang-
kah pertama dan utama. Bagian kedua ini mem-
perkenalkan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan
pada ABH dan bagaimana mendorong keadilan
restoratif bagi ABH.
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Apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang
anak?

Dalam hukum, anak dilarang untuk melakukan :

1) Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau
Undang-Undang (UU) yang lain. Hal ini ber-
laku pula untuk orang dewasa.

2) Perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut UU maupun menurut peraturan
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam ma-
syarakat yang bersangkutan. Namun, perbua-
tan ini tidak dilarang untuk orang dewasa.

Misalkan :

- Anak-anak dilarang bolos sekolah, larangan ini tidak
berlaku untuk orang dewasa;

- Anak-anak tidak boleh mengunjungi pusat belanja
pada jam belajar, larangan ini tidak berlaku untuk
orang dewasa

- Anak-anak dilarang merokok, larangan ini tidak ber-
laku untuk orang dewasa di tempat yang disediakan
untuk merokok.

- Anak-anak dilarang memasuki klub malam, lara-
ngan ini tidak berlaku untuk orang dewasa.

Hanya perbuatan yang masuk dalam kategori per-
tama yang diproses dalam sistem peradilan pidana
anak, dan anak disebut sebagai ABH. Sedangkan
untuk ketegori kedua, umumnya anak-anak akan
diberikan pembinaan berupa teguran.
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Apa jenis hukuman yang dapat dikenakan ke-
pada anak?

ABH melalui proses hukum (baca bagian tiga) da-
pat dijatuhkan pidana atau tindakan berdasarkan
UU Pengadilan Anak. Untuk pidana, secara umum
jumlahnya adalah 2 (satu per dua) dari ancaman
maksimal yang dikenakan pada orang dewasa.

1. Pidana. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada
ABH ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
Pidana pokok yaitu :

a. pidana penjara;

b. pidana kurungan;

c. pidana denda; atau

d. pidana pengawasan.

Selain pidana pokok, ABH dapat juga dijatuh-
kan pidana tambahan, berupa perampasan ba-
rang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti
rugi.

2. Tindakan

a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau
orang tua asuh;

b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti

pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau

Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang berge-
rak di bidang pendidikan, pembinaan, dan lati-
han kerja.

Tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran

dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.
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Berapa lama pidana penjara dapat dikenakan
pada ABH ?

Untuk orang dewasa, pidana penjara adalah huku-
man minimal satu hari dan maksimum 15 tahunV,
yang dijalani didalam Lembaga Pemasyarakatan
(LP) di wilayah mana saja. Sedangkan pidana pen-
jara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pa-
ling lama 2 (satu per dua) dari maksimum anca-
man pidana penjara bagi orang dewasa.

Misalkan :

- Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, ancaman pidan-
anya maksimal adalah 5 tahun. Maka untuk anak
hanya dikenakan pidana penjara maksimal 2,5 tahun.

- Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan biasa,
ancaman pidananya maksimal adalah 2 (dua) tahun
dan 8 (delapan) bulan. Maka untuk anak hanya dike-
nakan pidana 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan

Bagaimana jika ancamannya pidana mati
atau seumur hidup?

Salah satu prinsip universal perlindungan terhadap
ABH yaitu tidak boleh dikenakan pidana mati atau
pidana seumur hidup. Untuk tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat
dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10
(sepuluh) tahun.

1 Dalam hal tindak pidana terdapat pengulangan atau
pemberatan hakim dapat menjatuhkan maksimal 20 tahun penjara
(untuk dewasa)
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Misalkan :

- Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana
yang diancam dengan pidana mati. Maka anak hanya
boleh dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) ta-

hun.

- Pasal 14 UU Terorisme tentang melakukan permu-
fakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk
melakukan tindak pidana terorisme diancam dengan
pidana mati atau pidana seumur hidup. Maka untuk
anak hanya boleh dikenakan pidana paling lama 10

(sepuluh) tahun.

Penahanan di
Kalau ada Palisi paling
Ya adalah, berapalama lama ya 20 hari
masanggak tuh, kalau tapi dapat
ada? tersangkanya diperpanjang
anak2? 10 hari oleh
penuntut
umum

Kurkum,
emang kalau
ditahan di
polisi ada
batas waktunya
nggak sih?

T

W BW &

=

Kalau lebih
lama dari itu
gimana?

=

Yaitu
namanya,
penahanan
yang tidak san,
bisa protes
atau ajukan pra
peradilan

|

A

Bagaimana jika dilakukan oleh anak yang be-
lum mencapai usia 12 tahun?

Apabila ABH belum mencapai umur 12 (dua be-
las) tahun melakukan tindak pidana yang diancam
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan.

Demikian pula apabila ABH belum mencapai u-
mur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana
yang tidak diancam pidana mati atau tidak dian-
cam pidana penjara seumur hidup, maka dijatuh-

kan salah satu tindakan.
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Apa yang dimaksud pidana denda ?

Pidana denda adalah pidana berupa pembayaran
sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putu-
san pengadilan. Jika ABH dijatuhi pidana denda
dan denda tersebut tidak dapat dibayar, maka di-
ganti dengan wajib latihan kerja.

Wajib latithan kerja

sebagai  pengganti

denda dilakukan pa- ¢
ling lama 90 (sembi- e
lan puluh) hari kerja

dan lama latihan ker-

ja tidak lebih 4 (em-

pat) jam sehari serta

tidak dilakukan pada

malam hari.

Apa yang dimaksud dengan Pidana Ber-
syarat?

Yang dimaksud dengan pidana bersyarat atau pi-
dana percobaan yaitu pidana penjara atau pidana
kurungan tidak usah dijalani, kecuali jika dikemu-
dian hari ada putusan hakim yang menentukan
lain, disebabkan ABH melakukan suatu tindak
pidana sebelum masa percobaan selesai, atau kare-
na si terpidana selama masa percobaan tidak me-
menuhi syarat khusus yang diperintahkan hakim.

15
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Untuk ABH pidana bersyarat dapat dijatuhkan
oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuh-
kan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan
pengadilan, hakim menentukan syarat umum dan
syarat khusus. Syarat umum ialah bahwa anak ti-
dak akan melakukan tindak pidana lagi selama
menjalani masa pidana bersyarat, dan syarat khu-
sus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan
hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim
dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih
pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat
umum.

Misalkan :

Aterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana pencurian, dan dipidana penjara 1 tahun dengan
pidana bersyarat selama 2 (dua) tahun. Artinya A tidak
perlu menjalankan pidananya, dengan masa percobaan
selama 2 tahun ia tidak akan melakukan tindak pidana.

Apa yang dimaksud Anak Negara?

Anak negara adalah anak yang berdasarkan putu-
san pengadilan diserahkan kepada negara untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latithan
ketja, karena hakim menilai orangtua/wali/orang-
tua asuh tidak mampu lagi untuk mendidik anak.
Anak negara ditempatkan di Lembaga Pemasyara-

katan (LP) Anak sebagai Anak Negara.
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Dan untuk kepentingan anak, berdasarkan ijin
Menteri Hukum dan HAM, Kepala LP Anak dapat
menempatkan di lembaga pendidikan anak yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Apabila anak negara setelah menjalani masa pendi-
dikannya paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkela-
kuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan
lagi, Kepala LP dapat mengeluarkan dari lembaga
dengan atau tanpa syarat.

Walau anak negara ditujukan untuk mendapatkan
pendidikan dan pembinaan datri negara, namun
karena minimya lembaga pendidikan dan penem-
patan di dalam LP, menyebabkan kondisi anak ne-
gara tidak berbeda dengan anak-anak yang dijatuhi
pidana penjara.

Apakah pidana dan tindakan dapat dikena-
kan langsung kepada anak?

TIDAK, pidana dan tindakan HANYA dapat di-
kenakan setelah melalui proses peradilan, yaitu pe-
meriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan
dan pemeriksaan di persidangan.

Pidana berupa penjara dan kurungan merupakan
alternatif terakhir dan dalam waktu yang sesing-
kat-singkatnya. Semua pihak, termasuk aparat
penegak hukum harus mengupayakan sanksi non-

penjara kepada ABH.
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anNak KeciL TIDAK BOLEeH DiPENJara

Mengapa penahanan dan penjara merupakan
alternatif terakhir?

Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasya-
rakatan (LP) atau lebih umum disebut dengan pen-
jara, merupakan tempat yang menakutkan karena
akan merampas kemerdekaan seorang anak. Pen-
jara merupakan alternatif paling terakhir, dengan
pertimbangan :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tum-
buh, berkembang, dan berpartisipasi secara
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kema-
nusiaan. Anak yang tinggal di penjara atau lem-
baga tidak bisa hidup normal seperti anak pada
umumnya. Tidak ada kasih sayang orang tua,
kehilangan kesempatan pendidikan, dan tidak
bisa bermain dan bercengkrama dengan teman
sebaya dengan bebas. Kondisi ini akan meng-
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ganggu proses tumbuh kembang anak;

2. Penjara menjadi tempat yang potensial terja-
dinya kekerasan terhadap anak penahanan
dan penjara anak akan berpotensi mengalami
kejadian yang menakutkan, kekerasan, eksploi-
tasi, pelecehan, intimidasi dan sebagainya yang
menyebabkan anak trauma,

3. Anak akan mengalami gangguan psikis dan
trauma dengan apa yang pernah dijalaninya.
Trauma ini akan selalu membekas dan mening-
galkan cerita menyeramkan yang menghantui
perjalanan hidup anak.

4. Penjara merupakan sekolah kejahatan bagi a-
nak. Anak akan belajar jenis kejahatan lain, dan
cenderung melakukannya setelah selesai deng-
an hukuman. Sehingga anak akan kembali ke
penjara dengan kualitas kejahatan yang me-
ningkat.
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Apa upaya untuk mencegah anak-anak dita-
han atau dipenjara?

Di dalam proses hukum dikenal istilah diversi atau

restoratif justice yaitu pengalihan penanganan kasus

dari proses peradilan pidana ke luar proses formal
untuk diselesaikan secara musyawarah. Tujuan
memberlakukan diversi pada anak-anak yaitu :

- Menghindari anak dari perampasan kemerde-
kaan dan efek negatif dari proses pengadilan
pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan
anak di masa depannya.

- Menyelesaikan perkara anak di luar proses per-
adilan (formal)

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

- Anak belajar bertanggungjawab untuk mem-
perbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesa-
lahannya dan mengatasi rasa bersalah secara
konstruktif;

- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
dalam menyelesaikan masalah;

Diversi ini merupakan aturan PBB tentang Stan-
dar Aturan bagi ABH. Di Indonesia, diversi belum
mendapatkan pengaturan yang tegas, dan belum
diatur dalam UU Pengadilan Anak. Pemerintah
Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersa-
ma (SKB) Enam Menteri tentang Penanganan
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum?.

2 Surat Keputusan Bersama antara Menteri Hukum &
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SKB ini merupakan komitmen untuk mencegah
anak-anak dirampas kemerdekaannya.

Diversi dapat ditemukan dalam UU Kepolisian
terkait kewenangan diskresi. Yaitu untuk kepent-
ingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan we-
wenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya
sendiri, yang hanya dilakukan dalam keadaan yang
sangat perlu dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan. Sehingga, pintu utama dan
pertama mencegah anak-anak ditahan atau diaju-

kan ke pengadilan adalah di tingkat kepolisian.

HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak,
Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah
Agung tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum
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Apakah semua kasus dapat dilakukan diversi?

TIDAK semua kasus anak dapat diberlakukan-
diskresi atau restorative justice. POLRI melalui TR/
1124/X1/2006 dati Kabareskrim POLRI, tanggal
16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 tanggal 9

Juni 2008”, memberikan pedoman sebagai beri-

kut:

1. Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh
anak yang diancam dengan sanksi pidana sam-
pai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversi;

2. Kategori tindak pidana yang diancam dengan
sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat
dipertimbangkan untuk penerapan diversi;

3. Anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk di-
tahan, dan

4. Penanganan terhadap anak yang berkonflik de-
ngan hukum harus mengedepankan konsep re-
storative justice.

Sedangkan syarat-syarat suatu kasus ABH dapat

dilakukan diversi yaitu :

a) Pengakuan/pernyataan bersalah dati pelaku;

b) Persetujuan dati korban/keluarga dan adanya
keinginan untuk memaafkan pelaku

¢) Dukungan komunitas setempat untuk melak-
sanakan penyelesaian secara musyawarah dan
mufakat

3 Telegram tentang pelaksaan diversi dan restorative
justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan
kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku,
korban atau saksi
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d) Kwalifikasi tindak pidana ringan (misal tidak
mengorbankan kepentingan orang banyak, ti-
dak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,
luka berat atau cacat seumur hidup dan bukan
merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang
serius menyangkut kehormatan).

e) Pelaku belum pernah dihukum

Prosesnya adalah dengan melakukan pertemuan

secara bersama antara korban, pelaku dan per-

wakilan masyarakat untuk berdiskusi atau musya-
warah dalam menentukan hukuman dan pemuli-
han bagi anak.

Misalkan :

B (15) disangka memukul C (12) yang menyebab-
kan C mengalami luka lebam di daerah mulutnya.
B mengakui kesalahannya telah memukul, C dan
keluarga memaafkan B dengan syarat B meng-
ganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan C.
Para pihak sepakat tidak akan ada balas dendam,
dan masyarakat disekitar (RT/RW] menyetujui dan
akan mengawasi kesepakatan-kesepakatan yang
telah dihasilkan.

TiDak UNTUK DiTiRU
aksi KekerasaN iNi 1l
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Bagiow Ketigaw
Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan anak berbeda dengan peradilan
pidana umum. Proses peradilan anak memperlaku-
kan anak dengan cara yang sesuai dengan usia dan
tingkat kematangannya. Perlakuan yang diberikan
harus mengutamakan kepentingan yang terbaik
bagi anak dan mencegah terjadinya pelanggaran
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hak anak. Bagian ketiga ini akan memperkenalkan
proses peradilan pidana untuk anak, dan lembaga-
lembaga yang terlibat dalam penangganan ABH.

Apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan
Pidana?

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam ma-
syarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan
tujuan : (a). Mencegah masyarakat menjadi korban
kejahatan; (b). Menyelesaikan kasus kejahatan yang
terjadi schingga masyarakat puas bahwa keadilan
telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
(c). Mengusahakan mereka yang pernah melaku-
kan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan proses
peradilan bagi pelanggaran hukum.

Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pen-
egakan hukum pidana, melibatkan lembaga-lem-
baga yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-
sendiri, namun bekerjanya saling mempengaruhi
satu sama lain. Lembaga yang dimaksud adalah
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga
Pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini bekerja
berkesinambungan dan saling mempengarubhi.
Kesalahan yang dilakukan oleh satu lembaga, akan
mempengaruhi kerja lembaga yang lainnya.

Jika digambarkan, alur peradilan pidana :
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KEPOLISIAN KEJAKSAAN "\ PENGADILAN \ LEERSA
(PENYIDIK) (PENUNTUT) /) (HAKIM) RAKATAN

Selain keempat lembaga tersebut, terdapat lem-
baga PENASIHAT HUKUM yaitu Advokat atau
Pengacara, yang berfungsi mewakili kepentingan
Tersangka/Terdakwa dan menyamakan posisi di
hadapan aparatur negara, agar hak-haknya tidak
dilanggar.

Misalkan:

- Z (16) disangka melakukan penganiayaan yang me-
nyebabkan luka berat yang melanggar pasal 351 (2)
KUHP. Untuk memenuhi keadilan korban dan meng-
usahakan agar pelaku tidak mengulangi lagi kejaha-
tannya, maka dilakukan proses peradilan pidana.

- Z disidik oleh polisi, dan setelah berkasnya dinya-
takan lengkap, maka akan diajukan ke kejaksaan.
Kejaksaan akan melakukan penuntutan dan selan-
jutnya akan melimpahkan ke pengadilan untuk dila-
kukan persidangan. Hakim akan menyidangkan Z dan
menjatuhkan vonis. Jika Z dijatuhi pidana penjara, Z
akan menjalaninya di Lembaga Permasyarakatan.
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Apa yang membedakan antara pengadilan
anak dengan pengadilan dewasa ?

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menga-
nut asas-asas peradilan pidana khusus yang mem-
bedakan dengan peradilan orang dewasa, yaitu:

a. Pembatasan Umur. Anak yang diajukan ke peng-
adilan anak adalah yang berusia minimum 12 ta-
hun dan maksimum 18 tahun dan belum pernah
kawin".

b.Ruang lingkup masalah dibatasi; masalah yang
diperiksa disidang pengadilan anak, hanya me-
nyangkut perkara anak yang melanggar hukum
pidana saja.

c. Ditangani pejabat khusus; yaitu penyidik anak,
penuntut umum anak dan hakim anak. Pejabat
ini memiliki keahlian dan minat terhadap kasus
anak dan diangkat untuk itu.

d.Adanya peran pembimbing kemasyarakatan

e.Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan; hakim,
penuntut umum dan penasehat umum tidak me-
makai toga.

t. Keharusan Splitsing, anak tidak boleh disidang-
kan/diadili bersama orang dewasa baik berstatus
sipil maupun militer.

g. Acara pemeriksaan tertutup.

h.Diperiksa oleh hakim tunggal

1. Masa penahanan lebih singkat.

j. Hukuman lebih ringan.

k.Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

1 Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24
Februari 2011




Sistem Peradilan Pidana Anak I 29

Apa tugas dan wewenang Polisi dalam pene-
gakan hukum pidana ?

Tugas Polisi dalam penegakan hukum pidana ada-
lah melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu
dugaan pelanggaran hukum pidana. Penyelidikan
adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan
menemukan apakah suatu peristiwa termasuk
tindak pidana atau bukan. Setelah proses penye-
lidikan, polisi akan melakukan penyidikan yaitu
serangkaian tindakan untuk mengumpulkan buk-
ti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersang-
kanya.

Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,
polisi diberikan wewenang diantaranya melaku-
kan penangkapan, penahanan, penyitaan dan me-
manggil seseorang untuk dihadapkan dan diperik-
sa oleh penyidik.
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Didalam memeriksa ABH penyidik memiliki ke-
wajiban yaitu :

1.

2.

memeriksa tersangka dalam suasana kekeluar-
gaan.

meminta pertimbangan atau saran dari Pem-
bimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu
juga dapat meminta pertimbangan atau saran
dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli

agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

. merahasiakan proses penyidikan untuk meng-

hindari labelisasi terhadap anak.
memberitahukan hak tersangka untuk menda-
patan bantuan hukum kepada tersangka dan
orangtua/wali. Jika ABH tidak memiliki peng-
acara, maka penyidik wajib menunjuk seorang
atau lebih penasihat hukum.

Untuk ABH, kepolisian memiliki kewenangan un-
tuk melakukan pengalihan (#zers7) yaitu menyele-
saikan kasus anak diluar proses peradilan formal,
untuk mencegah anak-anak mengalami penahan-

an dan pemenjaraan metatat penyelesaian informa

antar pelaku, korban dan masyarakat.




Sistem Peradilan Pidana Anak I 31

Apa tugas dan wewenang Jaksa dalam Pera-
dilan Pidana?

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penun-
tut umum serta melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam hal penuntutan perkara ABH, Kejaksaan
harus menunjuk jaksa khusus sebagai penuntut
umum untuk perkara anak. Surat dakwaan yang
disusun harus sesederhana mungkin, agar tidak
menyulitkan anak untuk memahami dan mengi-
kuti persidangan.

Jaksa penuntut umum anak harus meneliti berita
acara yang diajukan oleh penyidik, sehingga jika
perlu dan dengan persetujuan hakim anak, tidak
usah diajukan ke Pengadilan. Atas izin Hakim,
dapat diminta bantuan dari para ahli, atau mem-
bentuk tim tersendiri untuk menangani anak.

Apa tugas dan wewenang Hakim ?

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili,
yaitu untuk menerima, memeriksa dan memutus
perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan

tidak memihak disidang pengadilan.

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim ber-
wenang dan berkewajiban untuk :
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—_

. Menahan terdakwa jika dibutuhkan

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan mema-
hami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat,

Hakim wajib mempertimbangkan rekomen-
dasi hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan.

Hakim wajib memperhatikan pula kondisi psi-
kososial anak dan memberikan putusan yang
terbaik untuk anak.

Apa tugas dan wewenang Balai Pemasyaraka-
tan?

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksa-
na teknis pemasyarakatan yang menyelenggara-
kan tugas dan fungsi pembimbingan kepada klien
Bapas. Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri
dari :

a.

b.

Terpidana Bersyarat;

Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara
yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti
menjelang bebas;

Anak Negara yang berdasarkan putusan penga-
dilan pembinaannya diserahkan kepada orang
tua asuh atau badan sosial;

Anak Negara yang berdasarkan Keputusan
Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bim-
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bingannya diserahkan kepada orang tua asuh
atau badan sosial.

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan,
bimbingannya dikembalikan kepada orang tua
atau walinya,

f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan,
dijatuhi pidana pengawasan; dan

g Anak yang berdasarkan putusan pengadilan,
wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti
pidana denda.

Jadi Bapas menjadi tempat untuk melaksanakan

putusan pengadilan.

Salah satu wewenang polisi adalah melaku-
kan penangkapan. Apa yang dimaksud Pen-
angkapan, dan mengapa dilakukan penang-
kapan?

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik beru-
pa pengekangan sementara waktu kebebasan ter-
sangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti
guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan
atau peradilan. Jangka waktu penangkapan hanya
berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24
jam). Penangkapan dilakukan terhadap seorang
yang diduga keras melakukan tindak pidana ber-
dasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti
permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.
Pasal ini menunjukan bahwa perintah penang-
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kapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-
wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang
betul-betul melakukan tindak pidana.

Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak
kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat
formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang
dimaksud dengan syarat materiil adalah ada-nya
suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat
suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil
adalah adanya surat tugas, surat perintah penang-
kapan serta tembusannya. Ketentuan ini tidak ber-
laku jika Tersangka tertangkap tangan melakukan
tindak pidana.

Misalkan :

- Polisi menerima laporan adanya tindak pidana pen-
curian. Polisi kemudian memeriksa korban, saksi-
saksi dan melakukan olah TKP. Berdasarkan hal
tersebut, polisi mendapatkan bukti permulaan bah-
wa M (16) adalah pelakunya. Maka Polisi selanjutnya
memerintahkan penyidik untuk menangkap M untuk
diperiksa, dengan membawa surat tugas dan surat
perintah penangkapan.

- N (17) tertangkap tangan melakukan pencurian dom-
pet di angkutan umum, dan diserahkan oleh penum-
pang kepada polisi. Maka dalam hal ini N (17) ter-
tangkap tangan, dan polisi tidak berkewajiban untuk
menerbitkan surat tugas dan surat perintah penang-
kapan.

Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, ter-
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sangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah
untuk melakukan penahanan, maka tersangka ha-
rus segera dilepaskan.

Apa yang harus dilakukan ketika seorang
anak ditangkap?

Warga negara yang diduga sebagai tersangka dalam
peristiwa pidana berhak melihat dan meminta su-
rat tugas dan surat perintah penangkapan terha-
dap dirinya. Surat perintah penangkapan men-
cantumkan identitas tersangka dan menyebutkan
alasan penangkapan serta uraian singkat perkara
kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia di-
periksa. Untuk anak, surat perintah penangkapan
harus disampaikan kepada orangtua/wali/orang-
tua asuh.

Jika polisi datang untuk menangkap tanpa mem-

bawa surat tugas dan surat perintah penangkapan,

maka orangtua/wali/orangtua asuh berhak un-

tuk menolak penangkapan tersebut. Karena hal

tersebut adalah penangkapan sewenang-wenang,

Namun, jika tidak dapat menolak karena berbagai

sebab, maka anak atau orangtua/wali/orangtua

harus melakukan :

- Mencatat nama, pangkat dan asal petugas yang
menangkap

- Menemani anak selama proses pemeriksaan;

- Segera mencari bantuan hukum terdekat.
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Apa yang dimaksud Penahanan ?

Penahanan adalah penempatan tersangka atau
terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau
Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapan-
nya, dalam hal serta menurut cara yang diatur
menurut Undang-undang (UU).

Untuk menahan tersangka/terdakwa oleh pejabat
tidak boleh sewenang-wenang. Terdapat syarat
untuk melakukan penahanan. Syarat-syarat untuk
dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat,

yaitu:

1. Syarat Subyektif, ditentukan oleh pejabat
yang memiliki kewenangan menahan yaitu :

Tersangka/terdakwa diduga keras melaku-
kan tindak pidana;

Berdasarkan bukti yang cukup, berupa La-
poran Polisi ditambah dua alat bukti lain-
nya, seperti: Berita Acara Pemeriksaan
Tersangka/Saksi, Berita Acara ditempat ke-
jadian peristiwa, atau barang bukti yang ada
Dalam hal adanya keadaan yang menimbul-
kan kekhawatiran bahwa tersangka/terdak-
wa: (1) Akan melarikan diri; (2) Merusak
atau menghilangkan barang bukti dan (3)
Mengulangi tindak pidana.

2. Syarat Obyektif, syarat tersebut dapat diuji
ada atau tidak oleh orang lain.
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Syarat obyektif yaitu:
Tindak pidana itu diancam dengan pidana
penjara lima tahun atau lebih

- Tindak pidana yang ancaman hukumannya
kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan
dalam pasal-pasal dalam KUHP

- Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan
Cukai.

- Tindak Pidana Imigrasi

- Tindak pidana Narkotika.

Apa saja Jenis-jenis Penahanan?

Terdapat 3 (tiga) jenis penahanan yaitu :

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Ru-
tan) Penahanan rutan dilaksanakan di rumah
tahanan (rutan) baik yang terdapat di kantor ke-
polisian, kejaksaan atau di ditempatkan (dititip-
kan) di Lembaga Permasyarakatan.

2. Penahanan Rumah
Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tem-
pat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau
terdakwa dengan mengadakan pengawasan ter-
hadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu
yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyi-
dikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang
pengadilan.

3. Penahanan Kota
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat
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tinggal atau tempat kediaman tersangka atau
terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau
terdakwa melapor diripada waktu yang ditentu-
kan.

Untuk kasus anak, selain ketentuan umum diatas,

para pejabat berkewajiban :

1. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-
sungguh mempertimbangkan kepentingan
anak dan atau kepentingan masyarakat.

2. Alasan penahanan harus dinyatakan secara te-
gas dalam surat perintah penahanan.

3. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari
tempat tahanan orang dewasa.

4. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, ro-
hani, dan sosial anak harus tetap dipenubhi.

Berapa lama masa penahanan ?

Walau sedapat mungkin anak-anak dicegah untuk
tidak ditahan. Namun, tidak dapat dipungkiri pe-
nahanan masih dilakukan dengan berbagai alasan.
Masa penahanan di setiap tahapan pemeriksaan
berbeda, untuk anak adalah sebagai berikut :

Paling Perpan-

Tahapan . Jumlah
Lama jangan
Kepolisian 20 hari 10 hari 30 hari
Kejaksaan 10 hari 15 hari 25 hari

Pengadilan tingkat 15 hari 30 hari 45 hari
pertama
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Paling Perpan-

. Jumlah
Lama jangan

Tahapan

Pengadilan Banding | 15 hari 30 hari 45 hari
Pengadilan Kasasi 25 hari 30 hari 55 hari

Bagaimana jika masa penahanan telah habis,
namun proses pemeriksaan belum selesai?

Dalam hal proses pemeriksaan belum selesai, na-
mun masa penahanan sudah habis, maka tersang-
ka/terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Misalkan :

D (17) disangka melakukan pembunuhan berdasar-
kan pasal 338 KUHP. Dalam proses pemeriksaan di
kepolisian, polisi menahan untuk jangka waktu 20
hari. Setelah 20 hari, polisi belum selesai melakukan
pemeriksaan, kemudian diperpanjang 10 hari. Namun
setelah 30 hari sejak ditahan, polisi tetap belum selesai
melakukan pemeriksaan, maka dalam hal ini polisi ha-
rus segera melepaskan D (17) dari tahanan.
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Apakah terdapat pengecualiaan dari jangka
waktu sebagaimana tersebut diatas?

Jika karena tersangka atau terdakwa menderita
gangguan fisik atau mental yang berat, yang di-
buktikan dengan surat keterangan dokter, maka
pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau
terdakwa dapat diperpanjang kembali paling lama
15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan
tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi
untuk paling lama 15 (lima belas) hari. Perpanjang-
an ini berlaku untuk setiap tahapan pemeriksaan.

Bagaimana pemeriksaan anak di Sidang
Peng-adilan ?

Acara sidang anak dilakukan sebagai berikut:

1. Persidangan dilakukan secara tertutup. Di be-
berapa pengadilan telah disediakan ruang si-
dang khusus anak dan ruang tunggu untuk
anak.

2. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hu-
kum Terdakwa tidak menggunakan Toga;

3. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan
agar Pembimbing Kemasyarakatan menyam-
paikan laporan hasil Penelitian Kemasyaraka-
tan (Litmas) mengenai anak yang bersangku-
tan;

4. Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib di-
dampingi oleh orang tua atau wali atau orang
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tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing
kemasyarakatan;

5. Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat
memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar
ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau
orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pem-
bimbing Kemasyarakatan tetap hadir;

6. Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi
Korban Anak dapat juga didampingi oleh Petu-
gas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis
Hakim;

7. Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum;

Berikut adalah posisi ruang sidang anak

ruang sidang anak di pengadifan,
(lokasi pengadilan negeri Bandung)
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Bagaimana urutan sidang anak ?

1.

2.

6.
7.

8.

9.

10.Putusan Haki

Bapas menyampaikan hasil laporan penelitian
kemasyarakatan

Hakim membuka sidang dan menyatakan si-
dang tertutup untuk umum

. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan da-

kwaan
Penasihat hukum menyampaikan keberatan
atas dakwaan atau eksepsi (jika ada)

. Pembuktian

- Keterangan Saksi (korban dan saksi-saksi)

- Keterangan Ahli,

- Surat,

- Petunjuk dan

- Keterangan terdakwa

JPU membacakan tuntutan hukum
Orangtua/wali/orangtua asuh menyampaikan
permintaan/pembelaan kepada hakim
Pembelaan
Musywarah hakim
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Apa yang dimaksud Laporan Penelitian Ke-
masyarakatan?

Laporan Penelitian Kemasyarakatan adalah se-
buah laporan yang berisi tentang hasil penelitian
menge-nai riwayat hidup klien yang menyangkut
latar belakang sosial, ekonomi, kejiwaan, sebab-se-
bab mengapa klien melakukan perbuatan melang-
gar hukum dan lain-lain.

Laporan ini dibuat oleh petugas Pembimbing Ke-
masyarakatan agar dapat dijadikan pertimbangan
oleh hakim dalam memberikan putusannya. Se-
hingga diharapkan putusan hakim tersebut dapat
lebih efektif bagi pelaksanaan pembimbingannya,
dan dapat dipergunakan pula untuk membantu
memperlancar tugas-tugas penyidik dan penuntut
umum agar tindakan-tindakan yang akan dikena-
kan kepada anak didukung oleh data yang objektif
dan komprehensif.

Apa yang dapat dilakukan orangtua/wali/
orangtua asuh dalam proses persidangan ?

Pada intinya dalam setiap sidang anak, selain me-
nyidangkan kasus anak, juga merupakan proses
untuk mengetahui kemampuan orangtua/wali/
orangtua asuh dalam mendidik/membimbing
anak. Orangtua/wali/Orangtua asuh selama pros-
es persidangan harus hadir dan sebelum putusan
hakim, dapat menyampaikan hal-hal yang merin-
gankan tersangka/terdakwa.
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Bagaimana pelaksanaan vonis untuk ABH?

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di
LP Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
Anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan
sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta
hak-hak lainnya.

Jika anak telah menjalani pidana penjara 2/3
(dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan yang
sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan ber-
kelakuan baik, dapat diberikan pembebasan ber-
syarat.

Bagaimana jika anak telah berumur 18 tahun,
namun belum selesai menjalani masa
hukumannya ?

Jika anak dan telah mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun, namun belum selesai menjalani hu-
kuman, maka anak dipindahkan ke Lembaga
Pemasyarakatan. Namun seseorang yang berusia
18-21 tahun dipisahkan dari tahanan dewasa.



Bagion Empat
Hak-hak Anak yang
Berkonflik dengan Hukum

Anak dalam perhndungan khusus atau anak
yang berada dalam situasi khusus adalah anak-
anak yang sedang mengalami permasalahan yang
menyebabkannya tidak terpenuhi hak-haknya
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akan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, per-
lindungan dan/atau partisipasi anak. Salah satunya
adalah ABH. Bagian ini memberikan informasi
tentang hak-hak ABH yang dijamin dalam Un-
dang-Undang.

Apa saja prinsip — prinsip perlindungan khu-
sus bagi ABH ?

Konvensi Hak Anak (IKHA), memberikan prinsip-

prinsip utama yang harus diberikan pemerintah

dalam memberikan perlindungan terhadap ABH
yaitu :

1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran
penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain,
tidak manusiawi atau hukuman yang menghi-
nakan.

2. Anak-anak tidak dapat dikenakan hukuman
mati atau pidana penjara seumur hidup tanpa
kemungkinan pembebasan.

3. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebe-
basannya secara melanggar hukum atau den-
gan sewenang-wenang,

4. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan
seorang anak harus sesuai dengan undang-un-
dang, dan harus digunakan hanya sebagai upa-
ya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu
terpendek yang tepat;

5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya ha-
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rus diperlakukan manusiawi dan menghormati
martabat manusia yang melekat, dan dalam
suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-ke-
butuhan orang pada umurnya.

0. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus
dipisahkan dari orang dewasa, dan berhak un-
tuk mempertahankan kontak dengan keluarga
melalui surat-menyurat dan kunjungan.

7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya ber-
hak atas akses segera ke bantuan hukum dan
bantuan lain yang tepat.

8. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya
berhak untuk menyangkal keabsahan peram-
pasan kebebasannya di muka pengadilan dan
tidak memihak serta berhak untuk mendapat
keputusan yang cepat/tepat atas tindakan ter-
hadap dirinya itu

Prinsip-prinsip perlindungan ini ditegaskan dan
dijabarkan dalam UU HAM, UU Perlindungan
Anak dan UU Pengadilan Anak.




48| ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Apa hak-hak anak yang disangka atau ditu-
duh?

Anak-anak yang disangka atau dituduh melakukan

tindak pidana, negara harus menjamin bahwa:

1. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan,
dituduh, atau diakui telah melanggar hukum
pidana, karena alasan berbuat atau tidak ber-
buat yang tidak dilarang oleh hukum nasional
atau internasional pada waktu perbuatan-per-
buatan itu dilakukan.

Misalkan : Anak dituduh mencuri, karena perbuatan
mencuri dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar
hukum.

2. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau di-
tuduh telah melanggar hukum pidana, paling
sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:

a) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti
bersalah menurut hukum;

b) Diberi informasi denga segera dan langsung
mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya,
dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau
wali hukumnya, dan mempunyai bantuan
hukum atau bantuan lain yang tepat dalam
mempersiapkan dan menyampaikan pem-
belaannya;

¢) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan,
oleh suatu penguasa yang berwenang, man-
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diri dan adil, atau badan pengadilan dalam
suatu pemeriksaan yang adil menurut hu-
kum, dalam kehadiran bantuan hukum atau
bantuan lain yang tepat, dan kecuali diper-
timbangkan tidak dalam kepentingan terbaik
si anak, terutama, dengan memperhatikan
umurnya atau situasinya, orang tuanya atau
wali hukumnya;

Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian
atau mengaku salah; untuk memeriksa para
saksi yang berlawanan, dan untuk mem-
peroleh keikutsertaan dan pemeriksaan para
saksi atas namanya menurut syarat-syarat ke-
adilan;

Kalau dianggap telah melanggar hukum
pidana, maka putusan ini dan setiap upaya
yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau
kembali oleh penguasa lebih tinggi yang ber-
wenang, mandiri dan adil atau oleh badan
pengadilan menurut hukum;

Mendapat bantuan seorang penerjemah den-
gan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat
mengerti atau berbicara dengan bahasa yang
digunakan;

Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuh-
nya pada semua tingkat persidangan.
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Bagaimana pelaksanaan perlindungan khu-
sus bagi ABH ?

Perlindungan khusus bagi ABH, dilaksanakan me-
lalui:

Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai
dengan martabat dan hak-hak anak.
Penyediaan petugas pendamping khusus anak
sejak awal pemeriksaan.

Penyediaan sarana dan prasarana khusus, se-
perti pemisahan ruang tahanan dengan orang
dewasa, pemeriksaan dalam suasana kekeluar-
gaan, dan sidang khusus untuk anak.
Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentin-
gan yang terbaik bagi anak.

Pemantauan dan pencatatan terus menerus ter-
hadap perkembangan ABH.

Pemberian jaminan untuk mempertahankan
hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
Perlindungan dari pemberitaan identitas me-
lalui media massa dan untuk menghindari la-
belisasi. Misalkan, media massa dilarang me-
nyebutkan identitas anak (nama,alamat) secara
lengkap, termasuk gggabar/foto anak.
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Apa saja hak-hak ABH ?

Anak yang menjadi tersangka/terdakwa, hak-hak-
nya dijamin dalam UU Perlindungan Anak, UU-
HAM, KUHAP dan UU Pengadilan Anak. Seba-
gai berikut :

1. UU Hak Asasi Manusia

a. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat 1).

b. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiaya-
an, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang
tidak manusiawi dimana hukuman mati atau
hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan
kepada anak (Pasal 66 ayat (1), (2)).

c. Hak untuk tidak dirampas kemerdekaannya se-
cara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).

d. Hak penangkapan, penahanan, atau pidana
penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66
ayat (4)).

e. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang
dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari
orang dewasa (Pasal 606 ayat (5)).

f. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara
efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya
(Pasal 66 ayat (6)).

g Hak membela diri dan memperoleh keadilan
bagi anak yang dirampas kebebasannya di de-
pan pengadilan yang objektif, tidak memihak
dan sidang tertutup untuk umum.

2. UU Perlindungan Anak
a. Setiap anak berhak memperoleh perlin-dun-

51
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gan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan,
atau penjatuhan hukuman yang tidak manu-
siawi (Pasal 16 (1)).

b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebe-
basan sesuai dengan hukum (Pasal 16 (2))

c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pida-na
penjara anak hanya dilakukan apabila se-suai
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir (Pa-sal 16
(3)

d. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi
dan penempatannya dipisahkan dari orang
dewasa (Pasal 17 (1)) ;

e. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan
lainnya secara efektif dalam setiap tahapan
upaya hukum yang berlaku; dan (Pasal 17 (2))

f. Membela diri dan memperoleh keadilan di de-
pan pengadilan anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang tertutup untuk umum
(Pasal 17 (3))

g. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku
kekerasan seksual atau yang berhadapan deng-
an hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 (2))

3. Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP)
a. mendapat pemeriksaan dengan segera (pasal
50 Ayat (1))
b. perkaranya segera dilanjutkan ke Pengadilan
(pasal 50 Ayat (2))
c. segera diadili oleh Pengadilan (pasal 50 Ayat

3)
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mempersiapkan pembelaan (pasal 51 huruf
)

diberitahukan perihal apa yang didakwakan
kepadanya (pasal 51 huruf b)

memberikan keterangan secara bebas (pasal
52)

mendapat bantuan juru bahasa (pasal 52 Ayat
(1)) bagi yang tidak mengerti bahasa Indone-
sia

mendapat bantuan dalam bisu/tuli (pasal 53
Ayat (2))

mendapat bantuan hukum (pasal 54, 55)
untuk ditunjuk pembela dalam hak terdakwa
dengan ancaman hukuman mati (pasal 56)
menghubungi Penasehat Hukum (pasal 57
Ayat (1))

menerima kunjungan dokter pribadi (pasal

58)

. diberitahukan kepada keluarganya (pasal 59)

menghubungi dan menerima kunjungan ke-
luarga (pasal 60, 61)

mengirim dan menerima surat (pasal 62)
menghubungi dan menerima Rohaniawan
(pasal 63)

untuk diadili di sidang tertutup (pasal 64),
mengusahakan dan mengajukan saksi/saksi
ahli atau saksi_4 De Charge (saksi yang meng-
untungkan) (pasal 65)

tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal
00)
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banding (pasal 67)

mendapat ganti rugi dan rehabilitasi (pasal
68)

mendapat salinan dari semua surat/berkas
perkara (pasal 72)

4. UU Pengadilan Anak

a.

b.

Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluar-
gaan pada Sidang Anak (Pasal 0);

Hak untuk diadili secara khusus berbeda
dengan orang dewasa (Pasal 7);

Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup
untuk umum (Pasal 8 ayat (1));

Hak untuk dipisahkan dari tempat tahanan
orang dewasa, dan selama masa tahanan ke-
butuhan jasmani, rohani, dan sosial anak ha-
rus tetap dipenuhi (Pasal 45);

Hak untuk dikeluarkan dari tahanan demi
hukum apabila jangka waktu penahanan telah
habis (Pasal 46 ayat (5), Pasal 47 ayat (4), Pas-
al 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat
5);

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
dari seorang atau lebih Penasihat Hukum
sejak ditangkap atau ditahan dan pada setia
tingkat pemeriksaan (Pasal 51 ayat (1));

Hak untuk berhubungan langsung dengan
Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa
didengar oleh pejabat yang berwenang pada
saat ditangkap atau ditahan (Pasal 51 ayat

3)s
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h. Hak untuk didampingi oleh orang tua, wali,
atau orang tua asuh, penasihat hukum dan
Pembimbing Kemasyarakatan selama proses
pemeriksaan (Pasal 57 ayat (2));

1. Hak untuk menjalani pidana atau dididik di
Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ha-
rus terpisah dari orang dewasa, serta mem-
peroleh pendidikan dan latihan sesuai bakat
dan kemampuannya (Pasal 60).

Bagaimana gambaran pelanggaran Hak
ABH?

Walaupun hak-hak ABH telah dijamin dalam se-
jumlah UU, namun pelanggaran tehadap hak ABH
tetap terjadi. Praktek pelanggaran hak ABH ter-
jadi di semua tahapan penegakan hukum.
1. Pemeriksaan di Kepolisian
- Anak ditahan tanpa mempertimbangkan
kepentingan terbaik untuk anak.
- Anak ditahan didalam ruangan bersama
orang dewasa
- Penyidik lamban melakukan pemeriksaan,
sehingga penahanan selalu diperpanjang
sampai mencapai 30 hari
- Digunakannya kekerasan dan penyik-
saan dalam memeriksa anak atau untuk
mendapatkan informasi dari anak
- Orangtua/wali/orangtua anak tidak diin-
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formasikan, tidak mendampingi dan tidak
diinformasikan hak atas bantuan hukum
Tidak disediakan bantuan hukum

2. Pemeriksaan di Kejaksaan

Melakukan penahanan tanpa mempertim-
bangkan kepentingan terbaik untuk anak
Melakukan kekerasan dalam menangani
anak

Kejaksaan umumnya memilih jalan pemida-
naan dan menuntut anak-anak bermasalah
dengan hukum untuk dimasukkan ke pen-
jara.

Tidak disediakan bantuan hukum.

3. Pemeriksaan di Pengadilan

Tahapan persidangan yang panjang

Adanya persidangan anak- yang masih me-
makai hakim majelis,

Penelitian sosial BAPAS cenderung diabai-
kan oleh para hakim.

Umumnya putusan hakim tidak sesuai den-
gan rekomendasi BAPAS.

Tidak disediakan bantuan hukum

4. Pemasyarakatan

Penempatan ABH dicampur dengan nara-
pidana dewasa
Anak menjadi korban kekerasan dari nara-
pidana dewasa
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- Pelanggaran hak pendidikan, hak untuk
tumbuh berkembang sesuai dengan bakat
dan minat anak-anak, tempat bermain, ling-
kungan sosial anak, dan lainya.

Apa yang harus dilakukan jika terjadi pelang-
garan hak ABH ?

Jika anda mengalami, mengetahui dan melihat
pelanggaran ABH, hal-hal yang dapat dilakukan
adalah :

1. Catat atau ingat :

- Nama, pangkat, asal kesatuan atau kenali
tanda-tanda khusus, atau simbol (/g0) yang
digunakan pelaku

- Bentuk pelanggaran yang dilakukan. Misal-
kan: menangkap tanpa surat penangkapan,
melakukan pemukulan.

- Untuk kekerasan fisik, kenali dan catat alat
yang digunakan. Misalkan, memukul den-
gan tangan kosong, gunting, senapan, balok
kayu dll

- Kerugian/dampak yang ditimbulkan dari
petbuatan yang dilakukan/tidak dilakukan
oleh petugas

3. Kronologi (Urutan Peristiwa) yang terjadi

4. Sampaikan keberatan anda secara persuasif dan
jika ingat sebutkan pasal yang anda ingat.

5. Jika anda dalam tahanan, ceritakan kepada ke-
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luarga/kerabat/teman tentang pelanggaran
ABH yang diterima saat berkunjung, dan mint-
alah mereka mencari pertolongan atau bantuan
hukum secepatnya. Dalam beberapa kasus,
menulis surat dan meminta teman/keluarga
mengantarkannya ke LBH atau Komnas HAM
dapat digunakan sebagai salah satu metode.

6. Carilah bantuan hukum melalui lembaga nega-
ra untuk negara atau lembaga bantuan hukum
(LBH) terdekat.

7. Laporkan pelanggaran HAM kepada atasan
langsung, lembaga pengawas dan Komnas
HAM, Komnas Perempuan, KPAI atau Om-
budsman Republik Indonesia.




Bagioww Limaw
Hak Saksi dan Korban

Keterangan yang diberikan oleh saksi/korban
memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu
tuntutan peradilan. Sehingga para pelaku keja-
hatan sering mencoba melakukan upaya-upaya
khusus, seperti memberi janji-janji muluk, teror,
kekerasan ataupun intimidasi untuk mencegah
korban memberikan kesaksiannya. Untuk anak
yang menjadi korban atau saksi, proses ini menjadi
berat karena anak-anak menghadapi dua kondisi
yaitu memberikan kesaksian dalam proses peradil-
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an pidana dan memulihkan akibat tindak pidana
yang dialami/disaksikan sendiri. Bagian ini mem-
berikan informasi tentang hak-hak saksi/korban
dan perlindungan saksi/korban dalam sejumlah
peraturan perundang-undangan.

Siapa yang dimaksud dengan saksi ?

Saksi adalah orang yang dapat memberikan ket-
erangan guna kepentingan penyelidikan, penyidi-
kan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan ten-
tang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,
ia melihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri?.

Misalkan :

- Adipukul oleh B, maka A adalah saksi (korban) yang
mengalami sendiri tindak pidana.

- Cmelihat B memukul A dengan menggunakan balok
kayu di bagian punggung, maka C adalah saksi yang
melihat sendiri tindak pidana.

- Saat A dibawa ke Rumah Sakit (RS), A mencerita-
kan peristiwa kepada ibunya D. Maka D adalah saksi
yang mendengar sendiri tindak pidana.

1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban



Hak Saksi dan Korban

Siapa yang dimaksud dengan korban?

Korban adalah seseorang yang mengalami pende-
ritaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana?.

Apa yang dimaksud dengan perlindungan
saksi dan korban ?

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak
dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa
aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib di-
laksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban atau lembaga lainnya?.

Mengapa saksi dan korban membutuhkan
perlindungan ?

Saksi-saksi, termasuk saksi korban memiliki peran
penting untuk memperjelas dan membuktikan
terjadinya tindak pidana yang dituduhkan kepada
seseorang, Pembuktian tindak pidana membutuh-
kan minimal dua alat bukti yang sah. (terdiri dari
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petun-
juk atau keterangan terdakwa). Untuk keterangan
saksi, minimal terdapat dua orang saksi.

2 Pasal 1 angka 2 UU PSK (Undang-Undang Per-
lindungan Saksi dan Korban)

3 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
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Keterangan yang dibetikan korban/saksi memain-
kan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan
peradilan, sehingga para pelaku kejahatan sering
mencoba melakukan upaya-upaya khusus, seperti
memberi janji-janji muluk, teror, kekerasan atau-
pun intimidasi untuk mencegah korban memberi-
kan kesaksiannya.

Disamping peran dalam mengungkap tindak pida-
na, saksi dan korban mengalami kerugian (fisik/
mental/sosial) yang membutuhkan pemulihan
dari negara.

Apa tujuan dari pemberian perlindungan
khusus bagi saksi dan korban ?

Perlindungan bagi saksi dan korban ditujukan un-

tuk:

1. mendorong korban/saksi untuk berperan serta
dalam proses znvestigasi dan penuntutan hukum
melalui adanya peraturan/prosedutr yang men-
ciptakan rasa aman secara fisik dan psikologis.

2. mengurangi trauma yang dialami korban/saksi.

3. melindungi korban/saksi dari kekerasan, seran-

gan pembalasan ataupun stigmatisasi.

4. menghasilkan penghukuman bagi yang bersalah
melakukan kejahatan.

Semua upaya ini dilakukan tanpa mengurangi pelu-

ang yang wajar bagi pihak tersangka untuk melaku-

kan pembelaan diri.
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Apa saja prinsip-prinsip perlindungan bagi
saksi/korban?

Prinsip-prinsip yang harus diberikan dalam mem-

berikan petlindungan bagi saksi/korban, adalah :

1. Keamanan saksi/korban harus menjadi pet-
timbangan utama dalam memutuskan langkah
yang akan diambil oleh pihak yang menangani
kasus,

2. Korban adalah pengambil keputusan akhir me-
nyangkut tingkat dan lingkup keterlibatannya
dalam keseiuruhan proses penanganan kasus-
nya.

3. Korban wajib mendapatkan informasi yang
benar dan lengkap agar dapat membuat pilihan
terbaik bagi dirinya.

4. Tidak dibenarkan untuk mempersalahkan sak-
si/korban atas kejahatan yang dialaminya.

5. Sistem perlindungan dan dukungan bagi saksi/
korban harus bersifat komprehensif atau me-
nyeluruh.

6. Langkah-langkah perlindungan dan dukungan
bagi saksi/korban harus sating terkoordinasi
satu sama lainnya, baik yang dijalankan oleh
penegak hukum, organisasi masyarakat, insti-
tusi kesehatan maupun lembaga publik lainnya,

7. Perlindungan saksi juga berlaku bagi saksi yang
meringankan guna menjamin prinsip keadilan

bagi pihak tertuduh.
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Bagaimana perlindungan bagi anak-anak
yang menjadi saksi dan korban tindak pidana?

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi kor-

ban tindak pidana dilaksanakan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga mau-
pun di luar lembaga;

2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas
melalui media massa dan untuk menghindari
labelisasi;

3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi ko-
rban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun
sosial, dan

4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan in-
formasi mengenai perkembangan perkara.

Anak yang menjadi korban/saksi harus diperla-
kukan secara khusus, artinya diperlakukan seba-
gaimana layaknya seorang anak dan tidak diper-
lakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak
diukur dengan ukuran orang dewasa.

Apa hak-hak saksi dan korban?

Hak-hak saksi dan korban dijamin dalam sejum-
lah UU yaitu UU Perlindungan Saksi dan Korban,
UU perlindungan Anak, UU Penghapusan Ke-
kerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU
Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(PTPPO). Sebagai berikut :
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1. UU Perlindungan Saksi dan Korban, saksi
dan korban berhak memperoleh hak-hak seba-
gai berikut :

- Memperoleh perlindungan atas keamanan
pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta
bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang, atau telah di-
berikannya;

- Ikut serta dalam proses memilih dan menen-
tukan bentuk perlindungan dan dukungan
keamanan;

- Memberikan keterangan tanpa tekanan;

- Mendapat penerjemah;

- Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

- Mendapatkan informasi mengenai perkem-
bangan kasus;

- Mendapatkan informasi mengenai putusan
pengadilan;

- Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- Mendapat identitas baru;

- Mendapatkan tempat kediaman baru;

- Memperoleh penggantian biaya transportasi
sesuai dengan kebutuhan;

- Mendapat nasihat hukum; dan/atau

- Memperoleh bantuan biaya hidup sementara
sampai batas waktu perlindungan berakhir;

- Dalam hal korban pelanggaran hak asasi
.manusia yang berat, juga berhak untuk men-
dapatkan bantuan medis dan bantuan reha-
bilitasi psiko-sosial.
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Hak-hak tersebut diberikan kepada saksi/korban

dengan mempertimbangkan syarat-syarat seperti :

(a) Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau
Korban;

(b) Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi
dan/atau Korban;

(c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap
Saksi dan/atau Korban; dan

(d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan
oleh Saksi dan/atau Korban.

2. UU Perlindungan Anak, saksi dan korban
dalam undang-undang ini berhak memperoleh
hak-hak sebagai berikut :

- upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga mau-
pun di luar lembaga;

- upaya perlindungan dari pemberitaan iden-
titas melalui media massa dan untuk meng-
hindari labelisasi;

- pemberian jaminan keselamatan bagi saksi
korban dan saksi ahli, baik fisik, mental,
maupun sosial; dan

- pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan
informasi mengenai perkembangan perka-
ra.

3. UU Penghapusan KDRT, saksi dan korban
dalam undang-undang berhak memperoleh

hak-hak sebagai berikut :
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- Perlindungan dari pihak keluarga, kepoli-
sian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lemba-
ga sosial, atau pihak lainnya baik sementara
maupun berdasarkan penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan;

- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutu-
han medis;

- Penanganan secara khusus berkaitan den-
gan kerahasiaan korban;

- Pendampingan oleh pekerja sosial dan
bantuan hukum pada setiap tingkat proses
pemeriksaan

- Pelayanan bimbingan rohani

- Mendapatkan pelayanan demi pemulihan
korban dari tenaga kesehatan, pekerja so-
sial, relawan pendamping; dan/atau pem-
bimbing rohani.

. UU Penghapusan Tindak Pidana Perda-
gangan Orang, Saksi dan Korban dalam
undang-undang berhak memperoleh hak-hak
sebagai berikut :

- Didampingi oleh advokat dan/atau pen-
damping lainnya yang dibutuhkan.

- Mendapatkan informasi tentang perkem-
bangan kasus yang melibatkan dirinya.
Diantaranya dapat berupa pemberian sali-
nan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

- Meminta kepada hakim ketua sidang untuk
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memberikan keterangan di depan sidang
pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan terhadap saksi dan/
atau korban anak dilakukan dengan tidak
memakai toga atau pakaian dinas.

- Sidang tindak pidana perdagangan orang
untuk memeriksa saksi dan/atau korban
anak dilakukan dalam sidang tertutup.

- Saksi dan/atau korban anak wajib didam-
pingi orang tua, wali, orang tua asuh, advo-
kat, atau pendamping lainnya.

- Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau
korban anak, atas persetujuan hakim, dapat
dilakukan di luar sidang pengadilan dengan
perekaman.

- Saksi dan/atau korban tindak pidana perda-
gangan orang berhak memperoleh keraha-
siaan identitas.

- Mendapatkan perlindungan baik sebelum,
selama, maupun sesudah proses pemerik-
saan perkara.

- Memperoleh restitusi.

- Memperoleh rehabilitasi kesehatan, reha-
bilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi
so-sial.
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Apa yang harus dilakukan jika anak menjadi
saksi tindak pidana ?

Jika anak menjadi saksi tindak pidana, hal-hal yang

dapat dilakukan adalah :

1. Mempercayai informasi yang diberikan anak

2. Menggali informasi secara perlahan dan berta-
hap terkait peristiwa tindak pidana yang disak-
sikannya

3. Menemani dan mendampingi anak-anak dalam
setiap proses pemeriksaan pidana

4. Mengkomunikasikan trauma atau dampak yang
dialami saksi anak kepada aparat penegak hu-
kum

5. Menerjemahkan bahasa hukum atau orang de-
wasa ke dalam bahasa yang dimengerti anak-
anak

6. Menjaga kerahasiaan identitas anak dan pro-
ses pemeriksaan, termasuk dengan menolak
wartawan untuk mewawancarai anak

7. Mencari bantuan hukum/pedamping atau ban-
tuan untuk pemulihan korban
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Apa yang harus dilakukan jika anak menjadi
korban tindak pidana ?

Sama seperti ketika anak menjadi saksi tindak
pidana, namun untuk korban terdapat hal-hal tam-
bahan yang harus dilakukan, yaitu :

1.

Segera melapor ke polisi terdekat. Di kepoli-
sian untuk korban kekerasan akan diberikan
surat pengantar ke RS untuk dilakukan visum.
Dalam kondisi darurat atau terpaksa korban
dapat ke RS terlebih dahulu agar dokter bisa
memberikan surat keterangan, dan meminta
dokter menghubungi polisi. Jelaskan kepada
dokter apa yang terjadi, dan minta untuk di-
catat dalam rekam medis (RM)

. Untuk kasus kekerasan seksual, sebelum men-

emui doktet, tubuh kotban tidak boleh dibetsi-
hkan dari bukti-bukti kekerasan seksual, yaitu
korban tidak boleh membersihkan diri sebe-
lum diperiksa dokter.

Jangan merubah tempat kejadian perkara, sam-
pai polisi melakukan pemeriksaan TKP

. Untuk kasus kekerasan seksual, kumpulkan

bukti-bukti seperti pakaian yang dikenakan saat
perkosaan terjadi, atau kancing dan sobekan
baju pelaku kepada polisi tanpa dibersihkan
dulu.



Bagion Enawmw
Bantuan Hukum untuk ABH

Dalam negara demokratis, setiap warga negara
memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan
hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan
tidak memihak, diantaranya melalui hak bantuan
hukum. Karenanya, hak bantuan hukum men-
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jadi indikator penting dalam pemenuhan hak
mendapatkan keadilan dan peradilan yang adil di
setiap negara. Bagian ini akan memperkenalkan
dasar hak bantuan hukum untuk ABH dan lem-
baga-lembaga yang dapat menjadi rujukan untuk
mendapatkan bantuan hukum

Mengapa hak bantuan hukum penting ?

Hak atas bantuan hukum merupakan syarat pent-
ing agar proses pemeriksaan Tersangka/Terdakwa
dimana terdapat perintah UU agar Tersangka/
Terdakwa tersebut didampingi oleh Advokat sah
dan tidak bertentangan dengan hukum.

Bantuan hukum juga merupakan pelaksanaan
dari prinsip dasar equality of arms (persamaan
kekuasaan) antara pihak tersangka/terdakwa dan
penuntut umum yang harus ditaati pada seluruh
proses pemeriksaan tindak pidana. Prinsip ini di-
dasarkan pada keadaan tersangka/terdakwa yang
tidak seimbang berhadapan dengan negara. Asas
ini menuntut penyediaan hak bantuan hukum un-
tuk menyeimbangkan posisi antara tersangka/tet-
dakwa dengan negara. Sehingga melalui bantuan
hukum, Tersangka/Terdakwa dapat terhindar dari
tindakan sewenang-wenang Negara atau pelang-
garan HAM. Demikianhalnya bantuan hukum
juga merupakan salah satu cara agar saksi/korban
terpenuhi rasa keadilannya.
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Mengapa ABH harus mendapatkan bantuan
hukum ?

ABH sejak dari tahap awal pemeriksaan di Ke-
polisian, harus mendapatkan bantuan hukum dari
seorang atau lebih pengacara dan didampingi oleh
orangtua/wali. Anak adalah warga negara yang
belum dewasa, tidak memiliki kecakapan untuk
melakukan perbuatan hukum. Pengacara dapat
mewakili kepentingan anak untuk menuntut hak
asasi mereka dalam proses hokum. Negara ber-
tanggungjawab untuk menyediakan pengacara
dengan biaya dari negara.

Apa dasar hukum ABH berhak atas bantuan
hukum ?

Jaminan bantuan hukum untuk ABH, dijamin
dalam Pasal 51 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 ten-
tang Pengadilan Anak. Yaitu :

(1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau
ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum
dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sela-
ma dalam waktu dan pada setiap tingkat peme-
riksaan.

(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau
penahanan wajib memberitahukan kepada ter-
sangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh,
mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
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(3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan
berhak berhubungan langsung dengan Pena-
sihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar
oleh pejabat yang berwenang,

Ini artinya, bantuan hukum untuk ABH adalah
MUTLAK. Jika ABH diperiksa tanpa didampingi
oleh penasihat hukum, maka pemeriksaan diang-
gap tidak sah secara hukum dan dapat menyebab-
kan dakwaan batal demi hukum.

Bagaimana hak bantuan hukum bagi anak
korban/saksi tindak pidana ?

Anak yang menjadi korban/saksi suatu tindak
pidana berhak atas bantuan hukum pula. Namun,
posisi pengacara berbeda antara menjadi penasi-
hat hukum bagi ABH, dan menjadi pendamping
bagi saksi/korban anak.

Ketika memberikan bantuan hukum pada ABH,
pengacara mewakili kepentingan ABH di setiap
proses pemeriksaan, dan mengupayakan kepent-
ingan terbaik bagi anak dalam penjatuhan sanksi
pidana yang akan dijatuhkan. Sedangkan ketika
pengacara mendampingi saksi/kotban, ia mem-
berikan konsultasi dan informasi hukum tentang
hak-hak saksi/korban, mempersiapkan saksi/
korban untuk memberikan keterangan di dalam
proses peradilan dan membantu JPU dalam mem-

buktikan tindak pidana.



Bantuan Hukum untuk ABH I 75

Apa tujuan Advokasi (Pembelaan) terhadap
ABH ?

Pembelaan terhadap ABH ditujukan agar anak
mendapatkan keadilan yaitu memastikan anak un-
tuk memperoleh layanan dan perlindungan secara
optimal dari sistem peradilan dan proses hukum.
Selain bertujuan memberikan perlindungan dan
memberikan kesejahteraan kepada anak, juga ber-
tujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terha-
dap anak harus benar-benar secara proporsionali-
tas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi
pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan
tetapi juga memberikan alternatif lain dalam ben-
tuk pembinaan yaitu sanksi tindakan (non pen-
jara).

Bagaimana mendapatkan bantuan hukum ?

Untuk mendapatkan bantuan hukum, dapat
datang kepada Pengacara untuk mendapatkan
bantuan hukum probono (gratis), atau ke LSM yang
menyediakan layanan bantuan hukum. Idealnya
jika tersangka/terdakwa tidak memiliki penasihat
hukum, aparat penegak hukum yang melakukan
pemeriksaan, wajib menunjuk seorang/lebih pen-
gacara untuk memberikan bantuan hukum.
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Berikut nama-nama sejumlah lembaga yang
dapat dirujuk untuk mendapatkan bantuan
hukum.

"o & Menteri Pemberdayaan Perem-
) /Y puan dan Perlindungan Anak
¥V (KP3A)

Untuk memberikan perlindungan anak KP3A
memiliki Deputi Bidang Perlindungan Anak,
dimana didalamnya terdapat Asisten Deputi
Anak yang Bermasalah dengan Hukum. Walau-
pun KP3A tidak dapat secara langsung mem-
berikan bantuan terhadap upaya pendampin-
gan dan pemberian bantuan hukum bagi ABH,
namun berdasarkan pengaduaan-pengaduaan
terhadap pelaksanaan bagi ABH, diharapkan
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dapat
lebih baik.

KP3A beralamat di

J1. Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta 11011,
Telp. 38055863, 3842638

Fax : 3805562 atau 3805559,

web : http://www.menegpp.go.id/



Daftar Alamat dan Informasi Pengaduan Hukum

Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI)

KPAI adalah lembaga independen yang
kedudukanya setingkat dengan Komisi Neg-
ara, dibentuk berdasarkan amanat UU No 23
Tahun 2002 dan Keppres No 77 Tahun 2003
dalam rangka meningkatkan efektivitas peny-
elenggaraan perlindungan anak di Indonesia.
KPAI bertugas melakukan sosialiasi seluruh
ketentuan peraturan Perundang-Undangan
yang berkaitan dengan perlindungan anak,
mengumpulkan data dan Informasi, menerima
pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan
dan pemantauaan, evaluasi serta pengawasan
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,
memberikan laporan, saran, masukan serta
pertimbangan kepada Presiden.

KPAI beralamat di

J1. Teuku Umar No 10-12 Menteng
Jakarta Pusat 10011,

Telp +6221 31901440,

Fax : 6221 3900833,

Website http:/ /www.kpai.go.id/
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3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK)
LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi
dan Korban yang memakan waktu cukup pan-
jang ini ditujukan untuk memperjuangkan dia-
komodasinya hak-hak saksi dan korban dalam
proses peradilan pidana.

LPSK beralamat di

Gedung Proklamasi, J1. Proklamasi No. 56
Jakarta pusat 10320 Indonesia,

Telp.+62 21 3190 7021

mail : psk_ri@lpsk.go.id

4. Pusat Bantuan Hukum PERADI
Pusat Bantuan Hukum adalah wujud komitmen
organisasi Advokat PERADI untuk memenuhi
tanggung jawab sosial organisasi kepada tiga
penerima manfaat utama, yaitu masyarakat, ad-
vokat dan negara, melalui penyediaan bantuan
hukum secara Cuma-Cuma.

PBH Peradi beralamat di

Puri Imperium Office Plaza, UG 21.

J1. Kuningan Madya Kav 5 — 6, Jakarta 12980,
Phone/fax (62-21) 83703156 — 83703157,

Web : www.pbhperadi.org F E H Anl

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDOMESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION
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Komisi Nasional Perlindun-
gan Anak (Komnas PA)

Adalah LSM yang ikut mem-
perkuat mekanisme nasional dan internasional
dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang
kondusif bagi pemantauan, pemajuan dan per-
lindungan hak anak dan solusi bagi permasala-
han anak yang timbul. Komnas PA melakukan
advokasi bagi ABH, saksi/korban anak.

Komisi Nasional Anak beralamat di

J1. TB Simatupang No 33,

Jakarta Timur Indonesia 13760,

Telp (62-21) 8779 1818 / (62-21) 8416157,
Fax (62-21) 8416158

email : info@komnaspa.or.id,

web : www.komnaspa.or.id

. Yayasan Pulih

Yayasan Pulih adalah LSM yang membantu
pemulihan dan penguatan masyarakat korban
kekerasan. Berdasarkan rujukan atau permo-
honan dari lembaga jaringan, Yayasan Pulih
dapat melakukan Pemeriksaan Psikologis un-
tuk kasus-kasus yang sedang diproses secara
hukum. Hasil Pemeriksaan Psikologis berupa
Surat Keterangan Ahli diberikan kepada lem-
baga perujuk. Jika diperlukan, Yayasan Pulih

79



80| ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

dapat memberikan Kesaksian Ahli Psikologis
di Kepolisian maupun di Pengadilan, terkait
Pemeriksaan Psikologis yang telah dilakukan
sebelumnya.

Yayasan Pulih beralamat di

JL. Teluk Peleng 63A Komplek AL,
Rawa Bambu Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520

Telp. 021-98286398 atau 0888 181 68 60
(pada jam kerja dan hari kerja).

website : www.pulih.or.id

7. Perhimpunan Bantuan Hukum

dan Hak Asasi Manusia Indo-

PBHI nesia (°BHI)

PBHI merupakan sutu perkumpulan individu-
individu (anggota) yang memiliki visi terwujud-
nya negara yang menjalankan kewajibanya un-
tuk menghormati, melindungi dan memenuhi
hak asasi manusia. Salah satunya adalah dengan
membela korban pelanggaran hak asasi manu-
sia.

Kantor PBHI Nasional terletak di

J1. Hayam Wuruk 4 SX — TX,

Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat.

Telp : 62-21 3859968 / 351 35206,

Fax : 62-21 385 9970, website : www.pbhi.or.id
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'3 Lembaga Bantuan Hu-

o) kum Asosiasi Perempuan
’°/4, Indonesia untuk Keadilan
“JakaRTR (LBH APIK)

LBH APIK bertujuan mewujudkan masyarakat
yang adil, makmur dan demokratis, serta men-
ciptakan kondisi yang setara antara perempuan
dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan,
baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.
Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan
sistem hukum yang berperspektif perempuan.
LBH APIK berupaya memberikan bantuan
hukum bagi perempuandengan konsep Ban-
tuan Hukum Gender Struktural.

LBH APIK Jakarta beralamat di
J1. Raya Tengah No. 31 RT 01/09,
Kramatjati, Jakarta Timur 134540,
Telp. 021 — 87797289,

Fax : 021 - 87793300

website : www.lbh-apik.or.id
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JAKARTA LEGALAID INSTITUTE

LBH JAKARTA

LBH Jakarta adalah LSM yang didirikan untuk
memberikan bantuan hukum bagi orang-orang
yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak
haknya, terutama rakyat miskin yang digusur,
dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas
hak-hak asasi manusia pada umumnya. LBH Ja-
karta menjadi organisasi penting bagi gerakan
pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH
Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai
hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar
gerakan bantuan hukum di Indonesia.

LBH Jakarta beralamat di
J1. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat.
Telp/Fax :021-3145518/ 021-3912377

www.bantuanhukum.or.id
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THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER
(ILRC)

@

il
11rc
THE INDOMESIAN LEGAL
RESOURCE CENTER

Pada masa transisi menuju demokrasi, Indone-
sia menghadapi masalah tingginya tingkat korupsi,
minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM), dan
lemahnya penegakan hukum. Dalam penegakan
hokum, selain produk legislasi dan struktur aparat
penegak hokum di butuhkan pula budaya hukum
yang kuat di masyarakat. Namun, faktanya kesada-
ran hak di tingkat masyarakat sipil masih lemah,
begitu juga dengan kapasitas untuk mengakses hak
tersebut.
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Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hu-
kum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi
penting untuk menyediakan lulusan fakultas hu-
kum hukum yang berkualitas yang akan mengam-
bil bagian di berbagai profesi, seperti birokrasi,
institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan
organisasi-organisasi masyarakat sipil. Perguruan
Tinggi mempunyai posisi yang legitimate untuk
memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini,
kami memandang pendidikan hukum mempunyai
peranan penting untk membangun budaya hukum
dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian The Indonesia Legal Resource Cen-
ter (ILRC) merupakan bagian keprihatinan atas
pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap
permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum
cenderung membuat lulusan fakultas hukum men-
jadi profit lawyer dan mengabaikan pemasalahan
keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mem-
punyai instrument/institusi untuk menyediakan
bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masya-
rakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk
maksud-maksud yang berbeda.



Profil ILRC

Terdapat sejumlah masalah yaitu:

1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada ma-
syarakat miskin, keadilan sosial dan HAM,;

2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemah-
nya pendanaan maupun sumber daya manusia
di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM)
dan

3) Ketika pendidikan hukum di masyarakat sedang
berkonflik oleh karena perbedaan norma antara
hukum yang hidup di masyarakat dan hukum
negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud

untuk mengambil bagian di dalam reformasi pen-
didikan hukum.

VISI:
Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam
pendidikan hukum

MISI :

(1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi
dengan dinamika sosial;

(2) Mereformasi pendidikan hukum untuk mem-
perkuat perspektif keadilan sosial;

(3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-
organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di
dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.
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